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J .J. La tar Belakang 

BABI 

PENDABULUAN 

Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia telah mengakibatkan 

munculnya dampak negatif dalam perekonornian Indonesia. Beberapa dampak negatif 

dari krisis ini telah menyebabkan nilai rupiah yang semakin merosot, inflasi yang 

semakin tinggi, meningkatnya suku bunga perbankan, tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang minus dan jumlah pengaogguran yang semakin bertambah. 

Di satu sisi , pembangunan nasional meliputi selumh kehidupan bermasyarakat, 

· bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan rnakmur. Untuk mencapai 

tujuan tersebut perlu adanya pembangunan di segala bidang .k:hususnya pembangunan 

di sektor perekonomian. 

Suatu pembangunan ekonomi akan dapat dilaksanakan apabila tersedia dana 

yang cukup. berdasarkan sumber penerimaan negara dana pembangunan berasal dari 

penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Salah satu sumber 

penerimaan dalam negeri terbesar berasal dari sek'tor migas, namun barga migas di 

pasaran dunia yang selalu berfluktuasi dan cadangan sektor migas yang semakin 

menipis menyebabkan penerimaan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

mengalami penurunan yang cukup berarti. Sedangkan penerimaan luar negeri berupa 

bantuan maupun pinjaman luar: negeri hanya dipandang oleh pemerintah sebagai 
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pendukung pembangunan ekonomi saja. Kondisi ini mendorong pemerintab muJai 

memperhatikan sumber penerimaan dari sektor non migas yaitu sektor perpajakan. 

Sektor perpajakan merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan 

penerimaan dalam negeri karena sektor ini relatif lebih stabil terhadap pertumbuhan 

kondisi perekonomian. Sangat strategisnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan 

mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari 12,6% dari PDB dalam 

APBN tahun angaran 2001 menjadi 16 % dari PDB pada tahun anggaran 2004. Di 

samping itu pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran clan tanggung jawab 

masyarakat terhadap pembangunan nasional. 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU 

No. 22 tahun 1999. Penyelenggara otonomi daerah ini diwujudkan melalui 

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 

Semuanya itu dilaksanakan atas dasar 3 hal yaitu desentralisasi, dekosentrasi clan 

tugas pembantuan terutama yang menyangkut sumber pembiayaan pemerintah 

daerah. 

Suatu rencana finansial atau anggaran akan disusun oleh pemerintah daerah 

yang tertuang dalarn APBD sebagai acuan .. Jadi di daerah otonom, APBD akan 

berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian clan alat kebijakan fiskal dalam 

pembiayaan pemhangunan daerah. 
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Daerah yang sedang melaksanakan pembangunan tentu menggali sumber -

su.mber penerimaan daerah. Menurut pasal 3 UU No 25 I 1999 sumber - surnber 

penerimaan daerah adalah : 

l. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang 

dipisahkan, lain - lain PAD yang sah. 

2. Dana perimbangan terdiri dari PBB, BPHTB, DAU, DAI< 

3. Pinjaman daerah 

Salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi cukup 

besar bagi penerimaan daerah adalab Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB 

merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui pemerintah 

daerah. Bumi dan / atau bangunan dianggap telah memberikan keuntungan clan 

kedudukan sosial yang lebih baik bagi orang yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat daripadanya. oleh karena itu wajar apabila subjek pajak 

diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat kenikrnatan yang diperolehnya 

melalui pembayaran PBB. 

Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, 

pedalarnan, serta laut wilayah indonesia Sedangkan pengertian bangunan adalah 

konstruksi teknis yang ditanarn atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan.Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah tariftunggal, yaitu 

0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJK.P). PBB mulai diberlakukan tanggal 1 januari 

I 986 berdasarkan UU No. I 2 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah UU 
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No. 12 tahun 1994. berdasarkan kewenangannya, PBB termasuk dalam golongan 

pajak negara atau pajak pusat. Artinya wewenang pemungutan pajak tersebut ada di 

tangan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kantor pusat hanya 

memberikan kebijakan melalui instasi tertentu di daerah yang akan memungut 

berdasarkan peralatan yang dimjliki dan ditunjang sumber daya manusia yang ada. 

Hasil penerimaan PBB tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah 

setempat sebagai penerimaan daerah.Berdasarkan pasal 6 UU No .25/1999, 

penerimaan negara yang berasal dari PBB dibagi dengan perincian IO % untuk pusat 

dan 90 % untuk daerah. Dari perincian tersebut maka jelas terlihat bahwa peneri.maan 

yang berasal dari PBB memberikan pemasukan yang sangat berarti bagi daerah yang 

bersangkutan dalam hat ini Kota Palembang. Sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah terbesar, DISPENDA Kota Palembang yang ditunjuk pemerintah pusat 

sebagai instansi yang memungut PBB perlu menilai sejauh mana pencapaian target 

basil pemungutan PBB dibandingkan dengan realisasi pemungutan PBB di lapangan. 

Menyadari besamya kontribusi PBB sebagai swnber penerimaan daerah guna 

pembiayaan pembangunan daerah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai efektivitas prosedur pemungutan PBB dalam meningkatkan penerimaan 

daerah. PBB terdiri dari beberapa sektor yaitu : sektor perkotaan, sektor pedesaan, 

sektor perkebunan,sektor pertambangan clan sektor kehutanan penulis akan mengkaji 

lebih dalam mengenai sektor perkotaan. 
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Berdasarkan Iatar belakang diatas maka penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul," Peoilaian Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam meningkatkan Penerimaan Daerah Kota Palembang". 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas meliputi : 

I. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam 

meningkatkan penerimaan daerah kota Palembang? 

2. Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

bumi dan bangunan di kota Palembang ? 

3. Bagaimanakah kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan 

daerah kota Palembang ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam meningkatkan penerimaan daerah Kota Palembang 

2. Untuk mengetahui langkah - langkah apa yang dapat ditempuh dalam 

mengatasi kendala - kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi clan 

Bangunan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bagi basil Pajak Bumi clan 

Bangunan terhadap penerimaan daerah. 

s 



1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

J. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang prosedur pemungutan pajak burni dan 

bangunan dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan 

daerah. 

2. Bagi instansi 

Sebagai masukan terhadap pemerintah daerah sejauh mana efektivitas 

pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah diterapkan selama ini. 

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yng 

relevan dengan usaha - usaba peningkatan daerah dari sektor pajak bumi dan 

bangunan. 

3. Bagi akademik 

Sebagai karya tulis yang dapat menambah referensi yang ada danjuga sebagai 

bahan pembanding bagi mereka yang memerlukan. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif 

warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan 

negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalarn undang -

undang dan peraturan - peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli 

di bidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli adalah : 

I. Menurut Prof Dr. PJA Andriani , pajak adalah iuran bagi negara yang dapat 
dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayamya menurut peraturan
peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas pemerintahan. 

2. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara 
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk 
dan digunakan untuk membiayai pembangunan. 

3. Menurut Prof Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintahan yang 
terutang melalui norrna - norrna umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya 
adalah membiayai pengeluaran pemerintah. 

4. Menurut Dr. Soepannan Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib, berupa ang 
atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norrna - norrna hulnun, 
guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. 1 

Dari beberapa defenisi diatas dapat dilihat beberapa hal yang menjadi ciri pajak 

yaitu: 

l. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian 

kekayaan (pendapatan) kepada negara. 

1 H. Bohnri, S.1-1, MS, Pengantar Hukum Pajak, Edisi I, Cet.3, Jakarta, 1999, Hal 19-21 
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2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib. dalarn arti 

bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat 

dipaksakan. 

3. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

4. Tidak ada jasa yang timbul yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara 

pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh 

pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan mulai 

diberlakukan tanggal 1 Januari 1986, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah W No. 12 Tahun 1994. 

Beberapa UU dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan : 

I. Undang-Undang No. 12 Tahun.1985 sebagaimana halnya telah diubah 

dengan UU No. 12 Tahun 1994. 

2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1985 tentang persentase Nilai Jual Kena 

Pajak (NJK.P) pada PBB 

3. Keputusan MenKeu No. !002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran 

objek PBB 

4. Keputusan MenKeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi 

dan besamya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB 
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5. Keputusan MenKeu No. I 006/KMK.04/ 1985 tentang tata cara penagihan PBB 

dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksaan. 

6. Keputusan MenKeu No. I 007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang 

penagihan PBB kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat II 

7. Keputusan KDKl Jakarta. No. 816 Thn. 1989 tentang petunjuk pelaksanaan 

Pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta.2 

l .6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerab (DISPENDA) Palembang, 

untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas; 

kepegawaian, sarana dan fasilitas kerja; pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan 

PBB; jumlah objek pajak dan subjek pajaktarget dan realisasi penerimaan pajak PBB 

tahun 1999-2003. 

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui: 

1. Studi Pustaka 

Ditujukan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam 

penelitian landasan teori ini diperoleh melalui literatur-literatur, majalah-

2 Rimsky K.Judisseno,Pajak dan Strategi Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, J 997 hal 350 -
351 
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majalah ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan masalah 

yang diteliti . 

2. Studi Lapangan 

Dilakukan dengan menelusuri dokumentasi-dokumentasi yang ada 

hubungannya dengan objek yang akan diteliti . Data juga diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungan dengan masalah yang 

diteliti . 

J.6.3. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang akan dipakai yaitu teknik analisa deskriptif kualitatif 

dengan mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data, infonnasi 

yang ada mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian data yang ada akan 

diolah menggunakan teori-teo.ri yang relevan dengan permasalahan yang ada.Untuk 

menghitung seberapa besar kon.tribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap penerimaan daerah dapat digunakan rum us kontribusi. 

Cara menghitung kontribusi dengan menggunakan rumus : 

K = Xi X100% 
Ji 

K = Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

Xi = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ji e::: Penerimaan Daerah 
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Dari penelitian tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran bagi 

inslansi tersebut. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Dalam upaya unluk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk 

mempermudah pemahamam tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi 

ini , maka penulisannya akan diuraikan dalam lima bah yang terdiri dari : 

BAB I 

BAB II 

BAB Ill 

Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka penelitian. metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan, 

Landasan Teori 

Dalam Bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian ini antara lain pengertian pajak, teori-teori pemungutan 

pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum pemungutan pajak, 

sejarah singkat PBB, subjek dan objek PBB, sifat PBB, pela~sanaan 

pemungutan PBB, pembagian hasil PBB antara pemerintah pusat 

daerah tingkat I dan daerah tingkat 11 

: Gambaran Umum Instansi 

Dalam Bab ini dijelaskan sejarah berdirinya DISPENDA,ruang 

lingkup, struktur organisasi dan pembagian tugas, sarana dan fasilitas 

yang dimiliki. 

1 I 



BAB JV 

BAB V 

: Pembahasan 

Bab ini rnerupakan analisis dan pembahasan yang akan membahas 

komponen-komponen yang termasuk dalam penilaian efektivitas 

terhadap sistem dan prosedur pemungutan PBB, kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pemungutan PBB,dan evaluasi kontribusi PBB 

terhadap penerimaan daerah Kota Palembang. 

: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan 

pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan 

pokok pennasalahan yang dibahas dalam sk"lipsi ini. 
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